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KONSEP PENGELOLAAN DANA PENSIUN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 
(Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
 
Abstrak 
Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mengelola dan 
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Maka banyak orang berbodong-
bodong untuk menjadi pegawai negri agar mendapatkan manfaat pensiun. Tetapi sejak 
kehadiran UU No 11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya hak pegawai negri atau perwira 
negara Saja, namun terbuka untuk semua pekerja, baik itu perusahaan swasta ataupun 
perusahaan mandiri. Dana Pensiun ini merupakan salah satu sumber dana potensial yang 
pengelolaannya dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah. Perbedaanya adalah 
dari sistem pengelolaan investasi yang dilakukan agar terhindar dari riba dan investasi 
keuangan konvensional yang berbsis bunga. Salah satu Dana lembaga Pensiun yang 
mengelola dana sebagai tabungan jangka panjang yang dihimpun secara khusus dengan 
tujuan memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun 
adalah Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS) yang terletak di 
Gedung Induk Siti Walidah. Penelitian ini akan bermuara pada bagaimana akad yang 
diterapkan dalam pengelolaan Dana Pensiun Universitas muhammadiyah surakarta, apakah 
pengelolaan tersebut sudah sesuai pada sitem syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui, menjelaskan dan meninjau dalam pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan 
Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-evaluatif. Data diperoleh dari hasil observasi, 
dokumentasi-dokumentasi dan wawancara dengan Direktur DAPEN UMS. Analisis data 
mengunanakan analisis deskrptif-evaluatif yang dijelaskan secara sistematis dan mendalam 
terhadap data yang telah dikumpulkan setelah itu dinilai kesesuaiannya dengan aturan hukum 
Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana 
Pensiun Univesitas Muhammadiyah Surakarta adalah akad mudha>rabah, waka>lah, 
ija>rah dan hibah. akad mudha>rabah digunkan antara dana Pensiun dengan peserta, Dana 
Pensiun dengan Investee. Akad waka>lah digunakan antara Pemberi Kerja dengan Dana 
Pensiun. Sedangkan akad hibah digunakan oleh Pemberi Kerja dengan Peserta. 
 
Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Pensiun, Hukum Islam 
 
Abstract 
Pension fund is one of the non-bank financial institutions that manage and implement 
program that promise retirement benefits. Many people are together to become civil servants 
in order to get the benefits of retirement. But since the presence of Law No. 11 of 1992, 
retirement is not only the right of civil servants or state officers, but is available to all 
workers, whether private company or independent companies. This Pension Fund is one of 
potential fund sources that is the management can be carried out conventionally and syariah. 
The difference is from the investment management system that is carried out to avoid the 
usury and interest-based of conventional financial investment. One of the Pension Funds 
Institution that manages the funds as long-term saving collected specifically for the purpose 
of providing benefits to employees when they reach retirement age is the Pension Fund of 
Muhammadiyah University (DAPEN UMS) located in Siti Walidah Parent Building. This 
research will lead to how the contract applied in the management of the Pension Fund of 
Muhammadiyah University of Surakarta, whether the management has already been in 
accordance with the system of syariat. The purpose of this research is to observe, explain and 
review in view of Islamic law to the management of Pension Fund of Muhammadiyah 
University of Surakarta. The type of this research is qualitative research with descriptive-
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evaluative approach. Data obtained from observation, documentation and interview with 
Director of DAPEN UMS. Data analysis used a descriptive-evaluative analysis explained 
systematically and intimately to the data collected subsequently is being assessed in 
conformity with the rules of Islamic law. Results of the research shown that the contracts 
used in the management of Pension Fund of Muhammadiyah University of Surakarta is akad 
mudha>rabah, waka>lah, ija>rah and hibah. Akad of mudha>rabah used between pension 
funds with participants, Pension Fund with Investee. Akad waka>lah is used between the 
Employer and the Pension Fund. Whereas the akad hibah is used by the Employer with the 
Participant. 
 
Keywords: Management, Pension Fund, Islamic Law. 
 
1. PENDAHULUAN 
Penyelenggaraan Dana Pensiun mempunyai berbagai aspek, yaitu Aspek sosial, psikologi, 
dan Ekonomi. Individu atau karyawan, berusaha terus menerus memperkuat atau 
mempertahankan hak kesejahtraan ekonominya menghadapi peningkatan umurnya (hari 
tua). Hal ini bisa dilakukan melalui bebagai pogram, seperti kegiatan simpanan 
perorangan atau asuransi jiwa, ikut serta sebagai anggota lembaga pensiun yang 
diselenggarakan oleh swasta maupun oleh pemerintah. Kesejahteraan hari tua masyarakat 
atau karyawan secara umum menyangkut kesetabilan sosial dan psikologi karena 
kepastian ketentraman hidup dihari tua akan mempengaruhi tingkah laku masyarakat, 
baik dalam perusahaan maupun dalam masyarakat luas.  Disamping itu, perkembangan 
lembaga-lembaga pensiun itu sendiri juga merupakan salah satu hasil sosial dan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat, kususnya peusahaan-perusahaan modern.
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Salah satu lembaga dana pensiun yang mengelola dana sebagai tabungan jangka 
panjang yang dihimpun secara khusus dengan tujuan memberikan manfaat kepada 
karyawan pada saaat mereka mencapai usia pensiun adalah dana pensiun Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS) yang bertempat di Gedung Induk Siti Walidah 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dana pensiun dibentuk oleh Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan nama dana pensiun universitas Muhammadiyah 
Surakarta (DAPEN UMS) dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Dana pensiun universitas Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS) memberikan 
jaminan kepada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta setelah purna bakti  
agar mereka lebih produktif dan loyal pada saat bekerja saat ini. Sehingga mereka tidak 
akan khwatir bagaimana nasib mereka pada saat pensiun. Tetapi, apakah pengelolaan 
                                                          
1




dana pensiun Universitas Muhammdiyah Surakarta sudah sesuai dengan syariah? Atau 
malah mengandung pengelolaan investasi riba dan investasi keuangan konvensional 
berbunga yang dilarang oleh syariat islam. 
Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi 
mengenai bagaimana pengelolaan dana pensiun universitas Muhammmadiyah Surakarta 
(DAPEN UMS) dengan judul  “Pengelolaan Dana Pensiun dalam Tinjauan Hukum Islam 
(Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta )”. 
Berdasarkan latar belaakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok - pokok 
permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah: Akad apa yang digunakan dalam 
pengelolaan dana pensiun syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kedua, 
Bagimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana pensiun Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui, 
menjelaskan dan meninjau dari segi hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Pensiun 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
2. METODE 
Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu pengumpulan data yang memberikan kenikmatan tersendiri bagi peneliti 
dengan adanya hubungan langsung dengan objek penelitian yang dengan sendirinya 
berada dalam lokasi penelitian, dalam masyarakat.
2
Psenelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif yang dilakukan di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (DAPEN UMS) 
Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
deskriftif evaluatif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang 
diselediki.
3
 Dan pendekatan Evaluatif adalah setiap kegiatan pengumpulan data atau 
informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. 
Kesimpulan inilah yang disebut sebagai evaluasi.
4
Penelitian evaluatif pada dasarnya 
terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan ahwa suatu objek evaluasi dapat 
dipertahankan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh. 
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Dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta menghasilakn 
kesimpulan yang ada dilapangan sehubungan dengan evaluasi akad yang digunakan 
dalam pengelolaan dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah : pertama Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya; diamati dan dicatatat untuk pertama kalinya.
5
 Data primer seperti wawancara, 
survei, observasi, dan eksperimen. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari 
wawancara Direktur Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan penulis 
melakukan observasi kepada setiap individu dan kejadian yang ada dilokasi penelitian. 
Kedua, Data sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 
peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterannngan atau publikasi 
lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya 
melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.
6
 Data sekunder berwujudkan 
data dokumentasi atau data laporan yang telak tersedia. Sebagai data sekunder peneliti 
mengambil dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah pertama Observasi, 
Wawancara (interview), Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara Penulis 
mencari data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, karya tulis 
yang bersifat ilmiah dan agenda-agenda atau data – data yang memiliki hubungan dengan 
permasalahan yang sedang diteliti beserta foto-foto untuk mendukung penelitian. 
 
3. HASIL DAN PEBAHASAN 
3.1 Akad yang Digunakan Dalam Pengelolaan Dana Pensiun 
Dana Pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan 
kepada karyawannya setelah karyawan tersebut telah memasuki masa pensiun atau purna 
tugas. Jaminan kesejahteraan tidak hanya kepada karyawan yang pensiun, tetapi 
keluarganya juga mendapatkan kesejahteraan. Namun yang harus diperhatikan adalah 
pengelolaan Dana Pensiun tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan 
fatwa yang telah ditetapkan oleh Dwan Syariah Nasional. 
Sedangkan program pensiun berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Fatwa DSN 
MUI Nomor No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN MUI Nomor No. 10/DSN-
MUI/IV/2000 dan dilengkai dengan Fatwa DSN MUI NO. 88/DSN-MUI/XI/2012. 
Didalamnya membahas akad yang digunakan oleh Dana Pensiun Syariah dalam Program 
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Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan hal 
tersebut menjadi acuan untuk menganalisis keabsahan atau keselerasian antara akad yang 
ditetapkan didalam Dana Pensiun Syariah dengan akad yang diterapkan oleh Dana 
Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun akad yang digunakan oleh Dana 
Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta  adalah sebagai berikut : 
3.1.1 Ketentuan para Pihak dan akad PPIP Pada DPPK DAPEN UMS 
3.1.1.1 Para pihak diprogram pensiun pada Dapen UMS adalah Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sebagai Pemberi Kerja, Pegawai UMS sebagai 
Peserta, DAPEN UMS sebagai pengelola DPPK, Sektor Riil sebagai Investee, 
dan pensiunan pegawai UMS sebagai penerima manfaat Pensiun. Dalam 
jabaran diatasdapat disimpulak hal tersebut sudah sesuai. 
3.1.1.2 Akad yang digunakan oleh Pemberi Kerja dengan Peserta adalah hibah bil 
syarth (hibah dengan syarat), yang berupa pemberian dana  (mauhub bih) dari 
pemberi kerja (wahid) kepada pekerja (mauhub lah) dalam menyelenggarakan 
dana pensiun. Akad hibah bi syarth terjadi apabila syarat-syarat tertentu 
dipenuhi. Seperti hak seorang peserta untuk menerima manfaat pensiun 
setealah yang bersangkuatan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu  dan 
pensiun pada usia pensiun normal yaitu bagi tenaga edukatif 56 tahun (lima 
puluh enam) tahun serta bagi tenaga non edukatif 65 (enam puluh lima ) tahun. 
Dan bagi usia yang dipercepat sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia 
pensiun normal. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pemberi kerja 
akan memberikan manfaat pensiun kepada peserta. 
3.1.1.3 Akad yang digunakan oleh pemberi kerja dengan Dana Pensiun Universitas 
Muhammadiyah Surakarta adalah Waka>lah, Pemberi kerja memberikan 
kuasa pada Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk 
mengelola kekayaan yang dihimpun dari iuran dan investasi sesuai dengan 
arahan yang ditetapkan oleh pendiri. Hal tersebut dapat ditinjau dari rukun dan 
syarat wakalah. Yang pertama adalah orang yang mewakilkan (muwakkil) , 
syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik sah yang dapat bertindak 
terhadap sesuatu yang diwakilkan, dalam hal ini, orang yang mewakilkan 
adalah Pemberi Kerja atau Pendiri, dan mempunyai kuasa serta dapat 
bertindak pada harta tersebut. Dan juga syarat bagi yang mewakilikan adalah 
orang yang mukallaf atau anak tamyyiz.  Tentunya pemberi kerja orang yang 
sudah mukallaf. Sedangkan syarat yang mewakili (waki>l) adalah 0rang yang 
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cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dalam 
hal ini, Pengurus DAPEN UMS sebagai waki>l (yang mewakili) yang 
menerima kuasa sudah cakap dalam bertindak hukum. Dan telah menyanggupi 
amanah yang diberikan oleh Pemberi Kerja sebagai pengurus DAPEN UMS. 
Yang ketiga adalah hal-hal yang diwakilkan ( Muwakkil Fih) diketahui dengan 
jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
Dalam hal ini, Pengurus DAPEN UMS sangat mengetahui mekanisme kerja 
Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta, mulai dari kekayaan 
Dana Pensiun dan peraturan-peraturan yang sudah disahkan. Dan tidak ada 
unsur riba atau gharar didalamnya, dan saling menguntungkan atau 
memberikan manfaat. Maka batal apabila mewakilkan sesuatu yang maasih 
samar-samar. 
3.1.1.4 Akad yang digunakan oleh Dana Pensiun UMS dengan peserta adalah akad 
mud}a>rabah. Dana Pensiun UMS sebagai pengelola dana (mud}}a>rib), 
sedangkan peserta sebagai pemilik dana/modal (sha>hibul ma>l). Dengan 
iuran yang dibebankan kepada peserta sebanyak 5 % dari gaji pokoknya 
perbulan dan Dana Pensiun UMS mengelola iuran dari peserta dengan 
mengutamakan kepentingan peserta/pensiunan dan pihak yang berhak atas 
manfaat pensiun. Dana Pensiun UMS dalam mengelola iuran dari peserta agar 
dapat berkembang berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta 
kerjasama ( iuran peserta) dengan sistem syariah. Hal tersebut dapat ditinjau 
dari rukun dan syarat-syarat mud}a>rabah. Rukun dan sayarat mud}a>rabah 
adalah penyedia dana (s}a>h}ibul ma>l) dan pengelola harus cakap hukum, 
pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatiakan hal-hal seperti, penawaran dan penerimaan harus 
secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari 
penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, 
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen. Dalam hal ini, 
DAPEN UMS sebagai pengelola yang cakap hukum yang mengelola dan 
memupuk kekayaan Dana Pensiun dari iuran peserta agar berkembang, 
sedangkan peserta sebagai penyedia dana, dan mempecayakan kepada 
DAPEN UMS untuk dikelola. Sedangkan pernyataan ijab dan qabul yang 
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dinyatakan oleh para pihak dalam mengadakan kontrak atau akad, dituangkan 
secara tertulis oleh dana Pensiun dengan peserta. 
Rukun dan syarat mud}a>rabah yang selanjutnya adalah Modal, ialah 
sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada 
mud}a>rib untuk tujuan usaha dengan syarat seperti, modal harus diketahui 
jumlahnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, 
dan modal  tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mud}a>rib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan 
dalam akad. Dalam hal ini, peserta memberikan iuran kepada Dana Pensiun 
sebesar 5 % dari gaji pokoknya setiap bulan, iuran tersebut akan dikembangkan 
oleh Dana Pensiun, dan akan dikembalikan kepada peserta apabila sudah 
memasuki masa pensiun sesuai. 
Rukun dan syarat selanjutnya adalah keutungan mud}a>rabah, ialah 
jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.  Setelah modal dari peserta 
berupa iuran rutin sebanyak 5 % dari gaji pokoknya setiap bulan kepada Dana 
Pensiun, kemudian Dana Pensiun akan mengelola dan memupuk agar dana 
tersebut menjadi lebih berkembang. Setelah modal itu berkembang, maka 
keuntungan yang diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan dibagi seaadil-adilnya sesuai 
dengan kontrak yang telah disepakati yaitu mud}a>rabah. 
Rukun dan syarat selanjutnya adalah kegiatan usaha oleh pengelola 
(mud}a>rib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh 
penyedia dana. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu  kegiatan 
usaha adalah hak eksklusif mud}a>rib, tanpa campur tangan penyedia dana, 
tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak 
boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat  
menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan, dan pengelola 
tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang 
berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku 
dalam aktivitas itu. Dalam hal ini, kegiatan usaha sepenuhnya berada ditangan 
Dana Pensiun tanpa campur tangan peserta, tetapi peserta berhak untuk 
melakukan pengawas agar dana tersebut tidak dikelola dengan cara 
menyimpang yang melanggar aturan hukum syariat. 
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3.1.1.5 Akad yang digunakan oleh DAPEN UMS dengan Investee adalah akad 
Mud}a>rabah dan Ija>rah. Dalam akad mud}a>rabah, DAPEN UMS 
menginvestasikan iuran pendiri dan peserta kepada beberapa lembaga 
Keuangan Syariah dalam benuk deposito agar dana atau kekayaan yang 
dihimpun di DAPEN UMS bisa berkembang dan nantinya akan dikembalikan 
kepada peserta dan pendiri. Sedangkan cara perhitungannya dilakukan dengan 
cara bagi hasil atau nisbah.  Hal tersebut dapat ditinjau dari rukun dan syarat 
mud}a>rabah. Rukun dan syarat mudhrabah yaga pertama adalah penyedia 
dana (s}a>hibul mal) dan pengelola (mud}a>rib) harus cakap hukum. Dalam 
hal ini, Dana Pensiun UMS sebagai penyedia dana (s}a>hibul mal) dan 
Investee sebagi pengelola dana (mud}a>rib). Yang kedua adalah pernyataan 
ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak 
mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, DAPEN UMS 
dengan Investee mengadakan kontrak perjanjian secara tertulis dengan 
mengedepankan kemaslahatan kedua belah pihak.  Yang ketiga adalah modal, 
ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada 
mud}a>rib untuk tujuan usaha. Dalam hal ini, Dana Pensiun UMS 
menginvestasikan kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun kepada lembaga 
keuangan syariah untuk didepositokan dan perhitungan nantinya dilakukan 
dengan cara bagi hasil. Yang keempat adalah keuntungan mud}a>rabah, ialah 
jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Setelah kekayaan Dana 
Pensiun didepositokan dan kekayaan menjadi berkembang, maka keuntungan 
yang didapat dari deposito tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, yaitu 
bagi hasil sistem mudharabah. Yang kelima adalah kegiatan usaha oleh 
pengelola (mud}a>rib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang 
disediakan oleh penyedia dana. dalam hal ini, investee mempunyai hak 
eksklusif mud}a>rib dalam mengelola dana yang disediakan oleh Dana 
Pensiun, dan Dana Pensiun tidak berhak campur tangan dalam pengelolaan 
tersebut, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan agar terhindar 
dari penyalagunaan dalam mengelola dana yang tidak sesuai dengan aturan 
syariat Islam. 
Sedangkan dalam akad Ija>rah, DAPEN UMS menginvestasikan 
kekayannya sebaanyak 30 %  menggunakan  sukuk korporasi kepada Angkasa 
Pura, PT Timah, Bank Nagari,  PLN serta sukuk Negara atau sukuk yang 
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dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sukuk PBS12 dan SR008. DAPEN UMS 
sebagai pemegang obligasi (Investor) yang memberikan dana (s}a>hibul ma>l) 
kepada penerbit obligasi (emiten)  yaitu Angkasa Pura, PT Timah, Bank Nagari,  
PLN dan pemerintah agar menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan 
perusahaannya atau lainnya (Mud}a>rib).dan emiten berkewajiban untuk 
mebayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa upah ija>rah 
(sewa), serta membayar kembali dana pokok pembelian obligasi pada saat jatuh 
tempo. DAPEN UMS juga  menggunakan akad mud}a>rabah dalam 
menginvestasikan kekayaannya dengan menggunakan sukuk (sukuk 
mud}a>rabah), yaitu kepada Bank BRI Syariah. DAPEN UMS Sebagai 
pemegang Obligasi yang memberikan dana kepada Bank BRI Syariah sebagai 
penerbit obligasi (Emiten), untuk dikelola dengan tujuan pendanaan proyek 
tertentu yang dijalankan oleh perusahaan. Keuntungan didistribusikan secara 
periodik berdasarkan nisbah atau bagi hasiil yang telah disepakati. 
3.1.1.6 Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana 
Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain 
berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Dana Pensiun Universitas 
Muhammadiyah Suakarta (DAPEN UMS) melakukan Investasi dalam bentuk 
Deposito, Sukuk (obligasi Syariah) dan pembelian tanah (kenaikan nilai Harga 
tanah) yang tidak bertentangan dengan syariat. 
3.2 Tinjuan Menurut Hukum Islam 
Pada dasarnya, akad yang diterapkan oleh dana pensiun UMS sudah sesuai dengan 
prinsip Syariah. Oleh karena itu transaksi yang diterapka sudah halal. Kerena sesuai 
dengan syarat atau rukun akad waka>lah, Mud}a>rarabah, ija>rah dan Hibah Bil syath 
(pemberian bersyarat). Dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat islam 
seperti riba dan gharar. Adapaun akad yang digunakan antara pemberi kerja dengan 
peserta adalah akad hibah bil syarth. Dengan ditinjau dari rukun dan syarat hibah bil 
syath itu sendiri. Rukun dan syaratnya adalah Pertama, wahid (pemberi), wahid memiliki 
sesuatu untuk dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. 
Pemberi adalah orang yang sudah dewasa dan tidak dipaksa. Wahid atau pemberi dalam 
hal ini adalah Pemberi Kerja. Yang kedua adalah mauhub lah (penerima), orang yang 
diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Dan yang menjadi penerima 
atau mauhub lah adalah peserta. Yang ketiga adalah mauhub bih (sesuatu yang 
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dihibahkan). Sesuatu yang dihibahkan oleh pemberi kerja kepada peserta adalah manfaat 
pensiun. Tetapi manfaat pensiun tersebut diberikan kepada pesera dengan syarat, yaitu 
hak seorang peserta untuk menerima pensiun manfaat pensiun setelah yang bersangkutan 
menjadi peserta selama kurun waktu tertentu. Dan peserta tersebut pensiun pada usia 
pensiun normal dan pensiun dipercepat. Usia pensiun normal yaitu 56 tahun bagi tenaga 
edukatif, sedangkan 65 tahun bagi tenaga non edukatif. Yang Keempat, Iqrar 
(pernyataan) dari pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta 
secara terucap dan tertulis (syarat administrasi dana pensiun UMS). Dan yang Kelima, 
Qard (penyerahan) manfaat pensiun kepada peserta setiap bulannya setelah resmi pensiun 
dari pegawai UMS dan telah mengisi syarat administrasi dana pensiun UMS. Melihat 
rukun dan syarat hibah yang sudah terpenuhi, maka akad yang digunakan sesuai dengan 
syariat hukum Islam. 
Dan akad yang digunakan oleh Dana Pensiun UMS dengan peserta adalah akad 
mud}a>rabah. Dengan rukun dan syarat yaitu, pertama; penyedia dana (Peserta) dan 
pengelola (Dana Pensiun) yang cakap hukum. Kedua; pernyataan ijab dan abul dari 
Peserta dan Dana Pensiun untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). Ketiga ; modal, ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh 
penyedia dan (peserta) kepada pengelola (Dana Pensiun UMS) untuk tujuan usaha. 
Keempat; keuntungan Mudharabah yang didapat dalam mengembangkan dana yang 
diberikan oleh peserta kepada Dana Pensiun, dan keuntungan tersebut diperuntukkan 
kepada kedua belah pihak. Kelima; kegiatan usaha yag dilakukan oleh Dana Pensiun, 
sabagai perimbangan modal yang disediakan oleh peserta. Jadi kegiatan usaha adalah hak 
pengelola atau Dana Pensiun dan tanpa campur tangan dari peserta, peserta hanya 
mempunyai hak pengawasan. Dan Dana Pensiun UMS sebagai pengelola kegiatan usaha 
mematuhi hukum syariat islam dalam menjalankan kegatannya, serta pentingnya peserta 
untuk ikut mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun agar tidak terjerumus 
kedalam hal-hal yang dilarang dalam hukum syariat Islam. Maka dalam hal ini, jika dilihat 
dari rukun dan syaratnya, kontrak (akad) yang diterapkan sudah sesuai dengan syariat 
Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukun mud}a>rabah. 
Akad yang digunakan oleh DAPEN UMS dengan Investee adalah akad 
mud}a>rabah. Dana Pensiun UMS untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan keuaangan 
serta Investasi diperlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankkan di bidang 
penghimpunan dana adalah deposito, yaitu simpana berjangka yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Produk 
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deposito yang dipakai adalah deposito yang dibenarkan oleh syariah, yaitu deposito 
berdasarkan prinsip mud}a>rabah. Dalam transaksi ini Dana Pensiun UMS sebagai 
nasabah dan bertindak sebagai s}a>hibul ma>l atau pemilik dana bank syariah sebagai 
mud}a>rib. Bank syariah yang bertindak sebagai mudha>rib, bank dapat melakukan 
berbagai macam kegiatan usaha untuk mengembangkan dana yang di investasikan kepada 
bank tersebut, dengan prinsip yang tidak melanggar prinsip syariah. Modal yang 
diserahkan oleh Dana Pensiub UMS kepada Bank atau Investee dalam bentuk tunai, bukan 
piutang. Dan keuntngan dinyatakan dalam bentuk nisbah atau bagi hasil. Dan bank sebagai 
investee tidak diperkenakan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetuan dari 
pihak nasabah ( penyedia dana).  Sedangakan syarat dan rukun mudharabah adalah 
penyedia dana (Dana Pensiun UMS) Dan pengelola (bank syariah/investee) yang cakap 
hukum. Pernyataan Ijab dan qabul dinyatakan oleh Investee dan Dana Pensiun UMS dalam 
mengadakan kontrak (akad).  Akad yang dilakukan oleh Dana Pensiun UMS dengan 
Investee dilakukan secara tertulis dan komunikasi modern. Modal  yang diberikan kepada 
Investee oleh Dana Pensiun UMS untuk kegiatan usaha, diketahui jumlahnya. Dan 
keuntungan mudharabah yang didapat dalam kerja sama antara para pihak, dibagi sesuai 
dengan kesepakatan. Dan dalam pengelolaan tersebut tidak melanggar aturan hukum 
Islam. 
Selain deposito mud}a>rabah, kerjasama antara Dana Pensiun dengan Investee 
juga menggunakan produk perbankan syariah lainnya, yaitu obligasi syariah (sukuk) 
Mud}a>rabah.  Teknis obligasi Mud}a>rabah adalah surat berharga yang dikeluarkan 
Emiten (Mud}a>rib) yakni Lembega Keuangan Syariah kepada investor (pemegang 
obligasi/shohibul mal) yakni Dana Pensiun UMS dengan tujuan untuk pendanaan proyek 
tertentu yang dijalankan oleh perusahaan (Emiten). Keuntungan didistribusikan secara 
periodik berdasarkan nisabah tertentu yang disepakati. Apabila terjadi kerugian dipikul 
bersama sesuai dengan volume modal yang disertakan. Alasan menggunakan 
menggunakan obligasi mudha>rabah adalah slah satu benuk pendanaan yang paling 
sesuai untu investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu relatif panjang. Dalam hal ini, 
DAPEN UMS menginvestasikan dana kepada BRI Syariah dengan menggunakan sukuk 
mudharabah. Dengan cara BRI Syariah mengelurkan surat berharga syariah (mudha>rib) 
kepada investor, yaitu DANPEN UMS (pemegang obligasi atau surat berharga sekaligus 
shahubul mal) dengan tujuan untuk pedanaan proyek yaitu mengembangkan dan membuka 
cabang. Dan keuntungan didistribusikan secara periodik berdasarkan nisbah yang telah 
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disepakati. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama sesuai dengan volume 
modal yaang disertkan.  
Selain sukuk mud}a>rabah, Dana Pensiun juga menginvestasikan kekayaan 
dengan sukuk ija>rah. Lembaga-lembaga yang berkerjasa dengan menggunakan sukuk 
ijarah adalah Angkasa Pura, PT Timah, Bank Nagari, dan PLN. Lembaga tesebut 
mengeluarkan Oblgasi Ijarah dengan nilai nominal yang sudah dicantukan di obligasi 
tersbut dengan jangka waktu beberapa tahun. Dananya digunakan untuk melaksanakan 
ijarah atas ruangan usaha dari pemiliknya (pemegang obligasi dalam hal ini adalah 
investor/DAPEN UMS). Ruang usaha yang disewa oleh lembaga yang menerbitkan 
obligasi dimanfaatkan sesuai dengan akad ijarah, dimana atas manfaat tersebut lembaga 
yang menerbitkan obligasi (Angkasa Raya, PT Timah, Bank Ngari, dan PLN) melakukan 
pembayaran sewa (fee ija>rah) dan pokok dana obligasi. Angkasa Raya, PT Timah, Bank 
Ngari membayar fee Ija>rah setiap tiga bulan, sedangkan PLN membayar fee ija>rah 
setiap dua bulan.serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.  
Dana Pensiun UMS juga menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui sukuk 
Negara. Dalam hal ini, pemerintah memesan objek Ijarah sesuai dengan spesifikasi kepada 
PP SBSN (Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara) melalui akad ijarah. 
Pemberian kuasa (waka>lah) oleh perusahaan penerbit SBSN kepada pemerintah dalam 
rangka pembangunan proyek yang akad dijadikan sebagai objek ijarah. Pembelian akad 
tanah dan/atau bangunan yang berupa barang milik Negara yang akad dijadikan sebagai 
obyek Ija>rah (dalam hal diperlukan). PP SBSN Menerbitkan obligasi syariah sebagai 
bukti atas bagian pernyataan Investor terhadap asset SBSN. Dan Investor memberikan 
Dana kepada PP SBSN, Dan PP SBSN Memberikan kepada Peemrintah (Wakil). 
Pembayaran uang sewa (ujrah) secara periodik oleh pemerintah kepada perusahaan 
penerbit SBSN, dan diserahkan kepada Investor sebaagai imbalan SBSN. Pembayaran 
secara periodik kepada investor melalui agen pembayar. Penandatanganan berita acara 
serah terima (BAST) proyek antara pemerintah (wakil) dan perusahaan penerbit SBSN 
(Pemberi Kuasa). Setelah jatuh tempo maka, aset SBSN dibeli oleh pemerintah melalui 
Perusahaan Penerbit SBSN (akad ba’i). Dan pembayaran atas pembelian aset SBSN oleh 
emerintah kepada pemilik SBSN melalui agen pembayran sebagai pelunasan SBSN. Maka 
Dan hal itu sudah sesuai dengan prinsip obligasi syariah yang tertera dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia. 
Program manfaat pensiun yang diterapkan oleh Dana Pensiun Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sangat bermanfaat bagi peserta. Walaupun Dana Pensiun 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta belum berbasis syariah tetapi penerapannya dan 
pengelolaan sesuai dengan syariah. Karen investasi yang di terapkan oleh DAPEN UMS 
yang diarahkan Pemberi Kerja dapat dikatakan menggunakan investasi dengan sistem 
syariah. Seperti deposito yang menggunakan akad mudharabah dengan keuntungan bagi 
hasil antara investerr dan DAPEN UMS, sukuk (obligaasi Syariah), dan investasi tanah. 
Dan semua investasi tersebut akan dikembalikan ke peserta karena investasi tersebut 
berasal dari iuran peserta untuk dipupuk dan dikembangkan oleh DAPEN UMS. 
Artinya, pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak 
sama dengan pengelolaan Dana Pensiun Konvensional. Walaupun asas hukum yang 
digunakan adalah hukum positif seperti yang tertera dalam peraturan Dana Pensiun 
Universitas Muhammadiyah yaitu Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 
1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesi nomor 76 tahun 
1992 tentang dana pensiun pemeberi kerja, Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang 
otoritas jasa keuangan, keputusan bersama ketua badan pelaksana harian dan Rektor 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor 01/BPH-R/IV/2006 tentang peraturan 
pokok karyawan  Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan keputusan Badan Pelaksana 
Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor 107/SK-BPH/2009 Tentang 
Hak dan Wewenang Pemilik dan pendiri Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Tetapi asas yang dipakai Oleh Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah 
Surakarta tidak menghalangi DAPEN UMS dalam menerapkan pengelolaan yang berbasis 
syariah. Dan hal tersebut tidak bertentangan denga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis 
Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa akad 
yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta 
adalag sebagai berikut : (1)Akad yang digunakan oleh Pemberi Kerja dengan Peserta 
adalah hibah bi syarth (hibah dengan syarat).  (2)akad yang digunakan oleh pemberi kerja 
dengan dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah akad Waka>lah. (3) 
Akad yang digunakan oleh dana pensiun UMS dengan peserta adalah akad 
Mudha>rabah.. (4)Akad yang digunakan oleh DAPEN UMS dengan Investee adalah akad 
Mudha>rabah dan Ija>rah.  
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Sedangkan kesesuaian akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun 
Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MUI/IV/2000, Fatwa DSN MUI Nomor No. 10/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI 
NO. 88/DSN-MUI/XI/2013 yaitu akad yang diterapkan oleh dana pensiun UMS sudah 
sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu transaksi yang diterapka sudah halal. 
Kerena sesuai dengan syarat atau rukun akad waka>lah, Mudha>rabah, dan hibah. Dan 
tidak mengandung unsur riba atau gharar didalamnya.  
Kepada Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada DAPEN 
UMS hendaknya dapat mengoptimalkan Program Dana Pensiun. Seperti program pensiun 
normal, dipercepat, duda/janda/ anak. Tidak hanya itu, DAPEN UMS lebih meningkatkan 
kembali Investasi sebagai pengembangan kekayaan. Agar dapat mensejahterakan pegawai 
Universitas Muhammadiyah Surakarta edukatif dan non edukatif setelah memasuki usia 
pensiun. DAPEN UMS harus memperhatiakan akad yang diterapkan dalam 
pengelolaannya, walaupun akad yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam 
tetapi harus adanya Islamisasi terhadap DAPEN UMS, dari Dana Pensiun Pemberi Kerja 
(DPPK) biasa menjadi dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah. Agar sesuai 
dengan yang di harapkan Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Wacana 
Keilmuan dan keislaman. DAPEN UMS mensosialisasikan mekanisme yang diterapkan 
oleh Dana Pensiun berupa perhitungan manfaat pensiun, laporan dan kinerja keuangan, 
akad (kontrak) yang digunakan dengan pihak-pihak terkait, dan prospek hasil investasi 
kepada seluruh pegawai Univeristas Muhammadiyah Surajarta, sehingga mereka tahu 
sitem atau mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Pensiun yang ada di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Bagi seluruh pegawai UMS yang terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun, 
diharapkan mengetahui teori atau mekanisme pengelolaan Dana Pensiun Secara Syariah 
agar tidak adanya kecurangan. Dan bisa memberikan saran atau kritikan terhada 
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